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KEPUTUSAN KEPALA KAN ’.'\'7 i ‘
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JA
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NOMOR V394 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGANTI IZIN PE.‘V’DIRIAN,‘t_)F’ERA:'!E.' 'H.«) A
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA r‘.—\D.‘\.?;ﬂ-f.
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

a.

3.

PROVINSI JAWA TENGAH,

bahwa sehubungan dengan hilangnya lzin
Pendirian /Operasional Madrasah Ibtidaiyalh
Miftahul Huda Padasari Kabupaten Tegal Nemor :
Mk.16/3/448/1979 tanggal 1 Mei 1979, perlu
diterbitkan Keputusan Pengganti Izin
Pendirian /Operasional;

bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam
lampiran  keputusan ini telzah mementuhi
persyaratan  untuk diberikan Pengganti lzin
Pendirian/Operasional Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, periu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin
Pendirian /Operasional Madrasah Ibtidaiyah
Miftahul Huda Padasari Kabupaten Tegal Provinsi
Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) se imana telah diubah d
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nor‘nqr 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerin tah Nomor 48 Tahun oeb
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara



R(‘p\lhll}'. indoness
Tambahan Lembara: ¢ 5
Naomor 4854)

4 Peraturan Pemer tal Nom
tentang Pengelolaan an g :
Pendidikan [Lembaran Negara Rept ]
Tabhun 2010 Namor 23, Pasmnt AI'. 3
Negara Republik indonesia A - l'w . x: ‘
sebagalmana telah \'li!,ll').sf"l . \iu!n_,d’...‘ X f '|,
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tent Ang
Perubmhan Atas Peraturan pemerintah Namal ‘
Tahun 2010 tentang Pengelolnan dan

Penyelenggaraan Pendidikan .IF.r‘lfll‘):ll'iﬂ‘-. Ncgar:;
Republik Indonesid Tahun 2010 I_‘J-:nm,ux; ll‘._,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta
Nomor 5157);

5. Peraturan Meniterl Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/Madrasah {btidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyvah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1S
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota scbagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
{(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
::ntang gcc)n'nrl:;aﬁmn Kedua Peraturan Menteri Agama
omor un 2013 tentang Penyelen
Pendxdxlsan Madrasah (Berita Ncgaza Rgcgl:::?k
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
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tapkan fépumsm KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
GAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGAN
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JmAWAAm'rEN I-IUD. ARI KABUPATEN TEGAL PROVINS]

KESATU : Memberikan pengganti 1zi dirian
yang 1;2;ng kepada madrasah se! omm:alxrcanmm
KEDUA i Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah
S KESATU berpedoman
. perundang yang berlaku.










